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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Implementasi Fungsi Bawaslu Kabupaten
Pasuruan Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Perspektif Figh Siyasah
(Studi Bawaslu UU No. 7 Tahun 2017).” penelitian ini disusun menggunakan
metode empiris, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan
melihat kondisi yang ada dilapangan. Selain itu peneliti juga menggunakan

teknik wawancara, dan pendokumentasian dalam mengumpulkan data.

Peneliti menganalisa setiap data menggunakan metode deskriptif
kualitatif dengan pola induktif, melalui metode tersebut peneliti dapat
menemukan informasi yang diperlukan selama penelitian di Kantor Bawaslu
Kabupaten Pasuruan tentang Persiapan Bawaslu Kabupaten Pasuruan Pada
Pemilu Serentak Tahun 2024 berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 dan juga
berdasarkan Perspektif Figh Siyasah. Dalam teknik pengelolahan datanya

peneliti menerapkan metode editing dan organizing, berikutnya.

Hasil penelitian tersebut oleh peneliti di simpulkan, bahwa persiapan
yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pasuruan
dalam menghadapi Pemilu serentak tahun 2024 sudah sesuai dengan
peraturan yang ada, namun ada beberapa yang perlu ditingkatkan dari segi
pengawasan, dilapangan termasuk pemberian saksi kePada pihak yang
melanggar aturan, misalnya saja pelanggaran’ pemasangan -Alat Peraga
Kampanye yang masih di temukan ketidak ‘sesuai dalam pemasangannya
berdasarkan UU No 7 Tahun 2017.

Peneliti memberikan sarannya kepada Bawaslu sebagai badan
pengawasan agar lebih meningkatkan pengawasannya dan penindakkan tegas
pada pelanggar aturan demi mewujudkan demokrasi yang bersih dari
kecurangan Serta lebih memperhatikan pengawasan kewilayah terpencil.
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